BAB I PENDAHULUAN

14

BAB I
PENDAHULUAN
1.1      Latar Belakang Penelitian      

Perusahaan ataupun organisasi yang bersifat profit motif  maupun non profit motif  akan dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit sesuai dengan jalur operasinya masing–masing, akan tetapi pada dasarnya semua perusahaan atau organisasi akan dituntut oleh suatu tanggung jawab dalam melaksanakan operasinya untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai pertanggungjawaban dapat dibuat oleh manajemen baik dibidang keuangan maupun bukan dibidang keuangan yang dituangkan dalam suatu laporan. Salah satu bentuk laporan manajemen perusahaan dibidang keuangan berupa laporan keuangan yang merupakan hasil dari pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data keuangan yang merupakan proses akuntansi atau pembukuan.

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan baik oleh pihak intern maupun ekstern sebagai badan  pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal usaha perusahaan dan juga perubahan dalam aktiva neto yang timbul dari kegiatan usaha dalam memperoleh laba.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pemakainya, laporan keuangan haruslah relevan, jelas serta dapat dimengerti serta dapat diuji kebenarannya dan secara tepat mencerminkan keadaan perusahaan, mengungkap secara wajar semua data keuangan. Laporan yang disusun dapat memenuhi tujuan diatas apabila sistem akuntansi memadai untuk mengungkapkan dan mencatat semua transaksi dan kegiatan usaha perusahaan.

Laporan keuangan komersial disusun dengan prinsip akuntansi, bersifat wajar ataupun tidak memihak, dan laporan keuangan tersebut dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Sedangkan  laporan keuangan fiskal disusun untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Maka laporan dalam perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri dengan laporan keuangan.

Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman bagi pengusaha dalam menyusun laporan keuangan akan menghasilkan perhitungan laba yang berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang dimaksud adalah UU no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, oleh karena itu unit akuntansi perusahaan selalu berpijak pada standar akuntansi keuangan untuk kepentingan general audit dan untuk kepentingan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).    

Menurut SAK laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan dengan menerapkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.


Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatau transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kebijakan Akuntansi tersebut sebagai berikut :
a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan  dan;

b. Dapat diandalkan, dengan pengertian :

1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.

2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya. 

3) Netral yaitu bebas dari keberpihakan 

4) Mencerminkan kehati-hatian dan

5) Mencakup semua hal yang material.

Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2000 laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kepentingan perpajakan. Laporan keuangan yang disampaikan dapat menunjukan keterangan yang cukup untuk perhitungan penghasilan kena pajak.

Laporan keuangan disusun secara wajar jelas dan dapat dimengerti serta dapat diuji kebenarannya oleh karena itu laporan keuangan sangat penting ditujukan kepada pihak pemerintah karena laporan keuangan tersebut sebagai sumber penerimaan pajak pada anggaran pendapatan pemerintah hal itu akan berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil) terhadap pendapatan nasional, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat, agar sasaran ini dapat tercapai peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak. 

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.     

Masalah timbul bahwa penyusunan laporan keuangan menurut komersial dan menurut laporan keuangan fiskal tidak selalu sama karena adanya perbedaan prinsip  pada masing-masing pihak sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap penetapan besarnya pajak terutang.
Sedangkan peneliti memilih judul  Peranan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan Fiskal dalam penetapan besarnya pajak terutang ingin mengetahui penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan besarnya pajak terutang dan penelitian dilaksanakan di PT. Good Milk Corporation karena perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul : 
”Peranan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam penetapan besarnya pajak terutang.”   

1.2      Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas masalah yang timbul sehubungan dengan laporan keuangan PT. Good Milk Corporation. Sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada PT. Good Milk Corporation.

2. Bagaimana peranan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan pajak terutang.

1.3      Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah : untuk  mengetahui peranan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan pajak terutang Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal Pada PT. Good Milk Corporation.
2. Untuk mengetahui peranan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan besarnya pajak terutang Pada PT. Good Milk Corporation.

1.4      Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan maksud dan tujuan yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 
A
Kegunaan Operasional
Bagi pihak perusahaan, diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merekonsiliasi  laporan keuangan komersial dan fiskal yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan undang-undang perpajakan.
   B
Kegunaan Pengembangan Keilmuan

1. Bagi peneliti, dengan harapan akan mendapatkan pengalaman, menambah     pengetahuan dan wawasan dalam praktek mengenai perbedaan penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan besarnya pajak terutang.

2.
Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan sebagai referensi dan pengembangan  pada penelitan selanjutnya dalam bidang keuangan dan perpajakan khususnya dalam kajian laporan keuangan dan undang-undang ketentuan perpajakan.
1.5      Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat penting, bahkan bisa merupakan yang terpenting pada anggaran pendapatan pemerintah. Dan pajak bersama kebijakan fiskal lainnya, menjadi kebijakan pengatur perekonomian karena dari sudut yang bersifat makro, hal itu akan berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil) terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat tercapai peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak 
Menurut buku yang berjudul ”Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengatakan bahwa :

 “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
                                                                                (Regar, 2000;26)
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan besama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Sedangkan menurut buku “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
                                                                                  (Rochmat Soemitro,2000;56)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tanggung jawab anggota masyarakat wajib pajak sendiri yang dapat dipaksakan,  pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan nasional dan pengeluaran rutin negara demi tercapainya pemerintahan yang baik.
Mulai tahun 2000 pemerintah memberlakukan sistem perpajakan yang baru. Sistem perpajakan tersebut merupakan upaya untuk mengganti undang-undang perpajakan yang lalu. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan pelaksanaan administrasi tidak berbelit-belit karena wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem self-assessment seperti yang diterapkan pada sistem perpajakan yang baru, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilain pihak, fiskus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Ini berbeda dengan peranan fiskus pada waktu yang lampau yaitu mempunyai tugas untuk merampungkan atau menetapkan semua surat pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Kepercayaan yang lebih besar yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, memerlukan adanya pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam mengenai administrasi pembukuan yang memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Hal ini disebabkan karena undang-undang perpajakan khususnya pajak penghasilan mempunyai banyak pengaruh terhadap kegiatan usaha wajib pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi keuangan suatu badan usaha. Informasi dalam laporan keuangan dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu : (1) informasi mengenai posisi keuangan, yang menyangkut suatu saat tertentu dan (2) informasi mengenai perubahan posisi keuangan,  suatu periode tertentu. Selain itu terdapat catatan atas laporan keuangan yang menyajikan baik informasi yang dapat dinyatakan dengan satuan  mata uang.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2002 (PSAK no. 1) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dijelasakan bahwa :

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas.

Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkann berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.” 
                                                                                         (SAK,2002:32) 
Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu badan usaha dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan badan usaha tersebut. Informasi tersebut akan digunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Walaupun informasi tersebut akan digunakan secara berbeda-beda bagi pemakainya, tetapi secara umum dikatakan bahwa tujuan dasar dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomis. 

Akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah akuntansi keuangan yang ditujukan untuk kebutuhan setiap pemakainya, dan pembuatan laporan keuangan tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Sedangkan untuk kepentingan pajak penghasilan, laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim harus direkonsiliasi menjadi laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi tersebut akan menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan dasar pengenaan pajak karena adanya perbedaan prinsip dan metode pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan  dan undang-undang pajak penghasilan.

Adanya perbedaan yang terjadi antara laba menurut perhitungan akuntansi dan laba menurut perhitungan pajak, akan menyebabkan harus dilakukan koreksi fiskal (fiskal correction). Koreksi tersebut dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan besarnya pendapatan kena pajak.
Menurut buku “Akuntansi suatu pengantar” menyatakan pengertian koreksi fiskal sebagai berikut :
 “Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan konsep, cara pengukuran, pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan perpajakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga menyebabkan perlunya koreksi fiskal”. 
                                                                        (Soemarno 1992;269)
Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.

Apabila dalam laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka tidak perlu lagi diadakan koreksi fiskal, sehingga pos-pos dalam perhitungan laba – rugi atas laporan keuangan yang telah dihitung sudah sesuai dan tidak ada perbedaan-perbedaan baik itu konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan serta biaya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Perbedaan yang terjadi tersebut menurut buku “Analisa penetapan pajak perseroan” diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

1. Perbedaan waktu

Perbedaan waktu terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi untuk satu periode tetapi diperhitungkan dalam pendapatan atau laba pajak untuk periode yang berlainan.

2. Perbedaan permanen
Perbedaan permanen terjadi jika ada item-item atau transaksi-transaksi yang pengaruhnya ikut diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi tetapi tidak demikian halnya untuk tujuan perpajakan, atau item-item atau transaksi yang pengaruhnya ikut diperhatikan dalam penentuan laba kena pajak tetapi tidak demikian halnya untuk tujuan akuntansi.

                                                                                           (Regar 2000;41)

Perbedaan yang bersifat tetap: Transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui oleh akuntansi pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya.

Perbedaan waktu : Perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya-biaya yang sudah diakui oleh akuntansi tetapi menurut pajak belum atau sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.
Informasi keuangan dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan perusahaan. Akan tetapi laporan keuangan tersebut harus direkonsiliasi untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai undang-undang pajak penghasilan. sehingga laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sama-sama akan menambah penerimaan pajak pada negara berkenaan dengan peningkatan dana pembangunan. 

Menyadari akan sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan, untuk menentukan besarnya laba fiskal, tetapi cukup dengan mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) secara benar dan lengkap namun demikian sebagai bahan laporan SPT, kita perlu menyusun suatu laporan keuangan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Masalah akuntansi yang menyebabkan timbulnya koreksi fiskal adalah menentukan besarnya laba sebelum pajak sebagai dasar perhitungan pajak terhutang pada periode tertentu. Laba komersial ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan memberikan informasi keuangan yang berguna tentang hasil operasi usaha perusahaan. Sedangkan laba ditetapkan perpajakan untuk memberikan informasi dalam menentukan besarnya pajak terhutang yang harus disetorkan ke kas negara.

Penetapan pajak terutang, Pemotongan pajak penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Pajak penghasilan harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Dari uraian diatas dapat penulis gambarkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut :









                  Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

1.6      Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan penulis teliti adalah peranan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan besarnya pajak terutang, pada PT. Good Milk Corporation yang terdapat di Jalan Kopo Permai 49 A No. 19 pabrik di Desa Sukamanah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
            Untuk pengambilan data penelitan, maka penelitian mengambil lokasi penelitian di PT. Good Milk Corporation kantor pusat di Jalan Kopo Permai 49 A No 19 Bandung sedangkan pabriknya di Desa Sukamanah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.  Adapun waktu penelitian dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2004.
Tabe1.1 Pelaksanaan penelitian
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Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. (SAK,2002; 32)


Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat wajar. (SAK,2002; 28)


Laporan keuangan fiskal laporan yang disusun untuk kepentingan pajak dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. (Soemarno 1992 : 105)


Pajak terutang Saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. (Waluyo 2000: 181)
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